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ABSTRAK

Persoalan kedudukan Komnas HAM di Indonesia sampai
saat ini masih menimbulkan berbagai masalah, mulai dari posisi
kelembagaan Komnas HAM serta regulasi yang mengatur Komnas
HAM masih banyak tanda tanya di tengah-tengah masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji tentang politik
hukum posisi dan regulasi Komnas HAM di Indonesia serta
independensi Komnas HAM dalam menyelesaikan persoalan hak
asasi manusia di Indonesia.

Metode penelitian ini 1alah menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Adapun dalam sumber bahan hukum
yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sumber bahan
sekunder dan sumber bahan hukum tersier, selain itu teknik
analisis yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teknik
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini-adalah; 1) Secara historis komnas HAM
lahir dari cita-cita negara dalam Pancasila dan UUD NRI 1945
yang memiliki kémampuan independen dan pengawasan yang
mandiri dan 2) untuk memperkuat posisi Komnas HAM harus
melakukan kolaborasi supaya memperkuat rekomendasinya dalam
mengawal hak asasi manusia di pengadilan.

Kata Kunci: Komnas HAM, Hak Asasi Manusia, Independensi

viii



ABSTRACT

The issue of the position of Komnas HAM in Indonesia until now
still raises various problems, starting from the institutional position
of Komnas HAM and the regulations governing Komnas HAM,
there are still many question marks in the community. The purpose
of this study is to examineregarding the legal policy of the position
and regulations of the National Human Rights Commission in
Indonesia and the independence of the National Human Rights
Commission in resolving human rights issues in Indonesia.

This research method is to use a normative legal research method
using a conceptual approach and a statute approach. As for the
sources of legal materials used are primary legal sources,
secondary legal sources and tertiary legal sources, in addition, the
analysis technique used by the author is to use a qualitative
descriptive technique.

The results of this study are; 1) Historically, Komnas HAM was
born from the ideals of the state in Pancasila and the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia which has independent
capabilities.and independent supervision and'2)to strengthen the
position of Komnas HAM, it must collaborate in order to
strengthen its recommendations in/ guarding human rights in court.

Keywords:National Commission on Human Rights, Human
Rights, Independence
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